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BAB I

FENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setizp negara selalu berusaha meningkatkan pembangunan, kesejahteraan
dan kemakmuran eakyvatnya. Usaha kearah tersebut dilakukan dengan berbagai
cara vang berbeds antara nepara satu dengan negara laimnya. Salah satu wsaha
yvang selalu dilakukan negara adalah menarik sebanvak mungkin investor untuk
menanamkan modal di negaranya.'

Indonesia merupakan negara yang sangat membutubkan investasi dari para
investor untuk menanamkan medalnya &1 Tndonesia dalam rangka menunjang
proses pembangunan nasional. Pembangunan ekonomi di Indonesia membutuhkan
investasi vang sangat besar baik investasi dan dalam negerl maspun investasi
p=ing. Pemanfaatan modal dalam negen den modal asing tersebut diharapkan
mampu mempercepat lajunya proses pembangunan di Indonesia.

Feeinginan pemerintah  Indonesia  wntuk memanfaatkan  kehadiran
penanaman madal Khuosusnya penanaman modal asing ke Indonesia merupakan
sugtu langkah tepat dan stratepis. oleh karena dengan mengundang penanaman
modal untuk masuk ke Indonesia berarti Kita bertekad untuk maju sejajar dengan
bangsa-bangs: atsu negara-nepara vang sudah maju berkat adanya suntikan dana,
skill, manajemen, dari penanaman modal khusesnya penanaman modal asing

dalam mengelala sumber dava ckonomi potensial menjadi ckonomi riil.”

U wuliante Akmad, Peran Moltilateral Invesimend Csarantee Agency Dalam Kegiatan
Invesmnsi, Surnal Habum Sienis, Vol 22, Mo, 5, Tahoen 20405, blm, 39
Aminuddin Mosar, Hiedum Peranaman Modal af fedoresia, Prenada Media, Jakaro,
2004, klm. 44



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal vang
digjukan oleh pemenintah dan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia (DPR RI) pada tanggal 29 Maret 2007 diharapkan mampu menjawabh
luntangan dan kebutuban untuk mempercepat perkembangan  perckonomian
nasional, serta diharapkan mampu memberikan jaminan dan kepastian hukum
bagi para penanam modal di Indonesia.

Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman  Modal, maka Undang-Undang MNomor 1 Tahun 1947 tentang
Penanaman Modal Asing jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang
Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tenlang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang
Pepanaman Modz]l Dalam Negen jo Undang-Undang Womor 12 Tahun 1970
tentang Perubaban dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentanp
Penanamean Maodal Dalam Negen dinvatakan dicabut dan tidak berlaku lagi_"

Sedangkan Pasal 37 avat (1) Undapng-Undang Momor 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Madal menyatakan bahwa -

“*ada saat Undang-Undang ini berlaku, semua keteptuan peraturan
perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Maodal
Asing jo Undang-Undang Momor 1] Tahun 1970 tentang Perubahan
dan Tambahan Undang-Undang Momor | Tabhun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968
tentang Penanaman Modal Dalam Negeri jo Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambaban Undang-Undang
MNomor & Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Megperi
dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertemtangan dan belum
diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-
undang ini".

! Indonesia, Lndeng-Undirg Tentang Peranoman Maodal, UU No. 25 Tahun 2007 LK,
Mo &7 Talwn 2007, T.LM, Mo, 4724, Ketentuan Penutup Pasal 35,

]



BAB 1V

PENUTUE

A, Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan dan wrzian-uraian

schelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan schagai berikut

1.

Pelaksanaan pemanaman modal di wilavah provinsi Sumatera Barmt
mengelami  perkembangan, tetapi perkembangannya tidak signifikan.
Investasi di wilavah provinsi Sumatera Baeat cenderung meninghat
walaupun belum seperti vang diharapkan. Salah saw penyvebab kurang
bergairahnya investasi pada saat ini adalzh karena terjadinya krisis global
vang telah menjadi issu dunmia, Dengan dikelvarkannya Undang-1indang
Mo, 25 Tahen 2007 tentang Penanaman Modal, maka pelaksanaszn
penanaman modal menjadi lebib efisien dan mudah karena undang-undang
memberikan tasilitas-fasilitas dan kemuodahan-kemudahan bagi penanam
madal. BEPM dan BREPMIP Sumatera Barat juga telah memberikon
kemudahan dalam hal penguresan perizinan bagi para investor vany akan
mensnambkeon  modalnva di Sumaters baral.  Penerbitan  surat-surat
persetujuan dan izin-izin pelaksanasn pensnaman maodal yang dikeluarkan
oleh BEPM tidek dipungut biava dan diselesaikan dalam waktu yang
relanif singkat. Dalam hal Pelavanzn Terpadu Satu Pinmo (PTSP) di
wilayzh Sumatera Barat sampai saat sekarang belum dapat direalisasikan
disebabkan karema belum terbitnva Juklak (Pemunjuk Peloksanaan) dan

Juknis (Petunjuk Tekmis) dart BEPM Pusat.
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